KEPUTUSAN KEJ L
N KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI RIAU
NOMOR 278 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERAS

15 SIONAL

ENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ZAIN NURULLAH
KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

-

Menimbang + & bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8
ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah,
perlu memberikan izin operasional terhadap madrasah
swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
~~Agama Provinsi Riau;

b, bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini  telah memenuhi persyaratan
administrasi, teknis dan kelayakan yang telah
ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian
Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Zain

Nurullah Kabupaten Siak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nfl:gara Republik
Indonesia Nomor 4586); Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
gzitiuerran Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indo.ncma Npmor 4496)

. gebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
permerintall  No.13 Tahun 2015 tentang perubahan

Mengingat L1

kedua...
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10.

Kedug A
EOOLSIdt atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
€gare e S_Eandar Nasional Pendidikan (Lembaran
amb; 'Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
5670): lan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Perat :
W;}?Lu};an .})emerlﬂFah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Republ'ilajar PenFildikan Dasar (Lembaran Negara
Lemb X Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

E’E;ZZ;‘;;“ Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Indone ‘an  Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Ne - Tahl.m 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
gara Republik Indonesia Nomor 4864);

- Creflan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
o or 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
L Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;:

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
11);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kota;

Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
nggfézz Madrasah dan Pengawas Pendid_ikan Agamla
[slam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indqnesla
Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah
dengan peraturarn Menteri Agama Nomor 31 Tal‘llun 2013

tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama
tcnmor 5 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
e aw;s Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Il:‘?glgra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
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Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

tem;ang Organj Agama Nomor 13 Tahun 2012
" anisasi s o . | ~tike
Kementerig asl dan Tata Kerja Instansi Vertikal

n A o : e
Tahun 2012 Noﬁ;?-agt[-ﬁ?ma Negara Republik Indonesia

10 s g _
teéfat]{fmil Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
g chyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita

Ne :
gara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA  PROVINg] RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN

SS];:QRASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ZAIN
ULLAH KABUPATEN SIAK.

Memberikan
madrasah se
merupakan b

Izin Qperasional Pendirian Madrasah kepada
ba.gmm_ana tercantum dalam Lampiran yang
aglan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah
yang bersangkutan wajib:

(a). Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta
didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan

~ Standar sarana prasarana, dan pelaksanaan

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan,
dan;

(b). Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana

dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (a) dinilai memenuhi

standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum

KEDUA huruf (b) mendapat peringkat minimal C, maka izin

operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

tetap berlaku;

Dalam hal perkembangan madrasah _sgbagaimane}
dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (a) dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggax:aan pend{dlkan
dan/atau hasil akreditasi sebagalmana_dlmaksuid ‘d1ktum
KBEDUA huruf (b) tidak mendapat permg_kat minimal C,
maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU dicabut.




K s e
PUtUsan ini mulai berlaiqy pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru |
pada tanggal 10 Juli 2019
KANTOR WILAYAH
R AGAMA PROVINSI RIAU,

MAHYUDIN

- Jenderal

terian Agama, di Jakarta;
Jenderal Pendidikan Islam, di Jakarta.
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